PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2006

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 37

Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006
tentang Perubahan pertama dan kedus atas Peraturan
Pemetintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah sehingga perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, perfu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan
Timur tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan
Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Nomor 65
Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106) ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4310);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-Undang Nomar 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan
Pertanggung-jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor

4400);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

tembaran Negara Nomor 4437)jo. Peraturan Pemerintah
Pengganti  Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Nomor 126 Tahun
2004);
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai
Daerah Otonom {Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Tata Cara
Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomeor 91, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4417);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
lembaran Negara Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahum 2004 Tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 Tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4659);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

Keputusan Presiden Nomor 103/M Tahun 2003 Tentang
Pengangkatan H. Suwarna AF Sebagai Gubernur Kalimantan
Timur dan Drs.Yurnalis Ngayoh sebagai Wakil Gubernur
Kalimantan Timur;

Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2006 tentang
Pemberhentian sementara H. Suwarna AF dari jabatan Gubernur
Kalimantan Timur masa jabatan Tahun 2003-2008 dan menunjuk,
Drs. Yurnalis Ngaych, MM, Wakil Gubernur Kalimantan Timur
melaksanakan tugas dan kewajiban Gubernur Kalimantan Timur
masa jabatan Tahun 2003-2008;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun
2004 Tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor
09 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);

Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Timur Nomocr 31 Tahun
2006 tentang Persetujuan Penetapan 5 (lima) buah Rancangan
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menjadi Peraturan
Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Provinsi
Kalimantan Timur, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi
Kalimantan Timur, tentang Pajak Kendaraan di atas Air dan Bea
Balik Nama Kendaraan di atas air, tentang Pengendalian dan
Pengawasan Angkutan Barang di Jalan dan Pengamanan
Perlengkapan Jalan di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur,



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
dan
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan ‘ +  PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN

PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR,
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya disebut DPRD
adalah DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003
tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah;

Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD;

Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD
dan telah mengucapkan sumpah janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah;

Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD;

Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota
DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD;

Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas;

Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setlap bulan kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD;

10. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada

Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, WaKkil
Ketua atau Sekretaris dan Anggota Panitia Musyawarah atau Komisi, atau Badan
Kehormatan, atau Panitia Anggaran atau alat kelengkapan lainnya;

11. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan

pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan
rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan
DPRD, serta rumah dinas Anggota DPRD dan perlengkapannya;

12, Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD

atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat;



13. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD adalah Anggaran Belanja untuk mendukung kelancaran
tugas fungsi dan wewenang DPRD;

14, Belanja Sekretariat DPRD adalah belanja untuk menunjang aktifitas DPRD dan Sekretariat
DPRD;

15. Alat Kelengkapan lainnya yang selanjutnya disebut Panitia Khusus dan Panitia Legislasi,
adalah panitia yang bersifat tidak tetap yang dibentuk untuk membahas hal yang bersifat
tertentu dan khusus;

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya disebut
APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur
yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah;

17.Tunjangan Komunikasi intensif adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada
Pimpinan Dewan dan Anggota DPRD setiap buian. Dalam rangka mendorong peningkatan
kinerja dan menyalurkan aspirasi masyarakat didaerah pemilinannya;

18. Dana Operasional adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan untuk
menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan,
kemudahan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan
DPRD sehari-hari.

BAB II
BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Bagian Pertama

Penghasilan

Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan terdiri dari :

a. Uang Representasi;

b. Tunjangan Keluarga;

¢. Tunjangan Beras;

d. Uang Paket;

e. Tunjangan Jabatan;

f, Tunjangan Panitia Musyawarah;

g. Tunjangan Komisi;

h. Tunjangan Panitia Anggaran;

i. Tunjangan Badan Kehormatan dan ;
j. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya.

Pasal 3

(1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif;

(2) Selain penerimaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD
diberikan Dana Operasional.
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Pasal 4

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi;

Uang Representasi Ketua DPRD Provinsi setara dengan Gaji Pokok Gubernur, dan
Ketua DPRD Kabupaten/Kota setara dengan Gaji Pokok Bupati/Walikota yang
ditetapkan Pemerintah;

Uang Representasi Wakil Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota sebesar 80%
(delapan puluh perseratus) dari uang Representasi Ketua DPRD Provinsi,
Kabupaten/Kota;

Uang Representasi Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota sebesar 75% (tujuh
pulh lima perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD  Provinsi,
Kabupaten/Kota.

Pasal 5

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras;

Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 6

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan
kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan paling tinggi 3 (tiga) kali uang
representasi Ketua DPRD.

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 7

Dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberikan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan paling tinggi 6 (enam) kali uang
representasi yang bersangkutan.

Dana operasional yang diberikan kepada Wakil Ketua DPRD paling tinggi 4 (empat)
kali uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 8

Penetapan besarnya Tunjangan Komunikasi Intensif dan dana operasional Pimpinan
DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempertimbangkan beban tugas dan
kemampuan keuangan Daerah;

Penggunaan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka
mendukung kelancaran pelaksanaan fugas.



Pasal S

Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 dan Pasal 7 dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006.

Pasal 10

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket;

(2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh
perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 11

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan,

(2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% (seratus
empat puluh lima perseratus) dari masing-masing Uang Representasi;

Pasal 12

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau
Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Panitia Legislasi atau Panitia Khusus atau
Panitia/Komisi/Badan Lainnya yang diperlukan untuk mendukung wewenang tugas dan
fungsi DPRD, diberikan Tunjangan sebagai berikut:

a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua
DPRD;

b.  Wakil Ketua sebesar 5%(lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;

€. Sekretaris sebesar 4% (empat perseratus) dari Tunjagan Jabatan Ketua DPRD;

d. Anggota 3% (tiga perseratus) dari Tunjagan Jabatan Ketua DPRD.

Pasal 13

(1) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas Penghasilan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibebankan pada APBD;

(2) Pajak penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada yang bersangkutan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan
kesehatan dalam bentuk pembayaran premi Asuransi kesehatan kepada Lembaga
Asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

(2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan
Kesehatan yaitu Suami atau Istri dan 2 (dua) orang anak;



(3) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sama
dengan besarnya premi asuransi yang ditetapkan untuk Kepala Daerah termasuk biaya
general check-up 1 (satu) kali dalam setahun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD;

(4) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada
APBD.

Pasal 15

(1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 {satu) rumah jabatan beserta
perlengkapannya dan 1 (satu} unit kendaraan dinas jabatan, yang penyerahan
pemakaiannya dituangkan dalam ikatan perjanjlan antara Pemerintah Daerah dan
Pimpinan DPRD;

(2) Penyediaan rumah jabatan, perlengkapan dan kendaraan dinas jabatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan
dan kewenangan;

(3) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas
jabatan dibebankan pada APBD;

(4) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bhaktinya, wajib
mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam
keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal
pemberhentiannya.

Pasal 16

(1) Angota DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta
pertengkapannya yang penyerahan pemakaiannya dituangkan dalam ikatan perjanijian
antara Pemerintah Daerah dan masing-masing Anggota DPRD;

(2) Penyediaan rumah dinas beserta perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah
dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran;

(3) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD;

(4) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa bhaktinya, wajib
mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada
Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 17

Rumah jabatan Pimpinan DPRD, Rumah Dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya
dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewakan atau diguna usahakan
atau dipindah tangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal 18

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau
rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan
perumahan;

(2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk
uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji;



(3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
memperhatikan azas kepatutan, kewajaran dan Rasionalitas serta standar harga

setempat yang berlaku;

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumaban sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 19

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta atributnya terdiri dari:
A. Pakaian Sipil Harlan disediakan 2 {dua) pasang datam 1 (satu) tahun;
B. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
C. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) masa jabatan.

(2) Dalam hal kondisi keuangan daerah memungkinkan guna mendukung tugas-tugas
Dewan, kepada Anggota DPRD dapat diberikan pakaian diluar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) seperti pakaian dinas harian, pakaian adat daerah dan pakaian olah
raga;

(3) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan
memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.

Bagian Kedua
Uang Duka dan Bantuan Pengurusan Jenazah

Pasal 20

(1) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia tidak dalam menjalankan
tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 2 (dua) Kali uang representasi,

(2) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia dalam menjalankan tugas,
kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali uang representasi;

(3} Selain uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kapada ahli waris
diberikan bantuan pengurusan jenazah.

Bagian Ketiga
Uang Jasa Pengabdian

Pasal 21

(1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa bhaktinya
diberikan uang jasa pengabdian;

(2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan
degan masa bhakti Pimpinan da Anggota DPRD dengan ketentuan :

a. Masa bhakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu)} tahun penuh dan
diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;

b. Masa bhakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1
(satu) bulan uang representasi;
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c. Masa bhakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua)
bulan uang representasi;

d. Masa bhakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengahdian 3 (tiga)
bulan uang representasi;

e. Masa bhakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4
(empat) bulan uang representasi;

f. Masa bhakti sampal dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 6
(enam) bulan uang representasi;

(3) Dalam *hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian

sebagaimana dimaksud ayat (2} diberikan pada ahli warisnya;

(4) Pembayaran jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan

diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB 111

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 22

(1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi

dan wewenang DPRD;

(2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun

(3)

(1)

2
(3)

berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD dapat berupa kegiatan :
Kunjungan kerja; penylapan, pengkajian dan penelaahan Peraturan Daerah; Kegiatan
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada); Peningkatan SDM dan profesionalisme; dukungan
koordinasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; kegiatan kepanitiaan; dan
rapat-rapat fraksi.

Rencana Kerja DPRD dapat berupa kegiatan .

a. Rapat-rapat;

b. Kunjungan Kerja;

¢. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah, Pengkajian dan Penelaahan Peraturan
Daerah;

d. Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme;

e. Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Pemerintahan dan Kemasyarakatan.

Pasal 23

Sekretaris DPRD menyusun Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas
penghasilan, penerimaan lain, tunjangan PPh Pasal 21 dan tunjangan kesejahteraan
serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja
dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah {RKA-SKPD) Sekretariat DPRD.

Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3,
Pasal 4, dianggarkan dalam pos DPRD;

Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 serta Belanja
Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dianggarkan
dalam pos Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut :

a) Belanja Pegawai;
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b) Belanja Barang dan Jasa;
c) Belanja Modal.

(4) Modal dalam Pos Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 24

(1) Belanja penghasifan dan tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD,
dianggarkan Pos DPRD dengan susunan sebagai berikut :

SyT AT TSQ@re o0 oW

Uang Representasi;

Tunjangan Keluarga;

Tunjangan Beras;

Uang Paket;

Tunjangan Jabatan;

Tunjangan Panitia Musyawarah;
Tunjangan Komisi;

Tunjangan Panitia Anggaran;
Tunjangan Badan Kehormatan;
Tunjangan Alat kelengkapan Lainnya;
Tunjangan Khusus PPh Pasal 21;
Tunjangan Perumahan;

. Uang Duka, Tewas dan Wafat serta Pengurusan Jenazah;

Uang Jasa Pengabdian.

(2) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud Pasal
8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14 dan Pasal 17 ayat (4), dianggarkan dalam Pos
Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagat berikut :

d.

Belanja Pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai
Sekretariat DPRD sesuai dengan golongan jabatan;

Belanja Barang dan Jasa yaitu untuk kebutuhan belanja barang dan jasa habis
pakai seperti, alat tulis kantor, pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dan
Pegawai Sekretariat DPRD, sewa rumah, premi asuransi kesehatan, konsumsi
rapat Daerah, Belanja listrik, telepon, air, gas dan ongkos kantor lainnya;

Belanja Perjalanan Dinas yaitu belanja perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD
dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah baik didalam Daerah maupun keluar Daerah yang besarnya disesuaikan
dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Tingkat Golongan 1V yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah;

Belanja Pemeliharaan antara lain pemeliharaan sarana dan prasarana gedung dan
kantor DPRD dan Sekretariat DPRD, rumah jabatan Pimpinan dan rumah dinas
anggota DPRD dan kendaraan dinas Pimpinan DPRD;

Belanja Modal antara lain untuk kebutuhan pembangunan/ perluasan/
penambahan gedung kantor/ rumah jabatan/ rumah dinas, pengadaan
perlengkapan/ peralatan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan/atau rumah dinas
anggota DPRD, perlengkapan/peralatan kantor, pengadaan kendaraan dinas
Pimpinan DPRD, yang sifatnya menambah nilai kekayaan Daerah.

(3) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 25

(1) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD;

(2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggung jawaban belanja DPRD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja Satuan Kerja
Perangkat Daerah lainnya.

BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 26

Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a.

Membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Gubernur untuk mendapat
persetujuan bersama;

Menetapkan APBD bersama-sama dengan Gubernur;

Melaksanakan pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-
undangan lainnya, Peraturan Gubernur, APBD, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam
melaksanakan program pembangunan Daerah, dan kerjasama internasional di Daerah;

Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur kapada Presiden melalui
Menteri Dalam Negeri;

Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi
Kalimantan Timur terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut
kepentingan Daerah;

Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban Gubernur dalam pelaksanaan tugas
desentralisasi;

Tugas-tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Undang-Undang.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai

pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur;

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan

Timur Nomor 09 Taun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dinyatakan tidak
berlaku.
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Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 21 Desember 2006

Plt. GUBERNUR IMANTAN TIMUR,

h]

14
YURNALIS NGAYOH

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 21 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

H. SYAIFUL TETENG

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2006 NOMOR 10 SERI E



PENJELASAN
. ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2006
TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2004 merupakan
imflementasi dari Undang-Undang Nomeor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
vang dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan penafsiran terhadap pasal-pasal dan
penjelasan pasal tertentu.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama dan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD yang membawa konsekwensi mengubah Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2004 yang
sekaligus menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah serta menyesuaikan penganggaran dalam APBD berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu untuk
menjamin kepastian dan menghilangkan berbagai penafsiran yang timbul dalam kerangka
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam rangka mendorong peningkatan kinerja DPRD tersebut, maka selain penerimaan
penghasilan yang selama ini diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, Peraturan Pemerintah
ini menetapkan pemberian tunjangan komunikasi intensif setiap bulan yang digunakan untuk
kegiatan menampung dan menjaring aspirasi masyarakat. Khusus kepada Pimpinan DPRD
diberikan dana operasional setiap bulan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
Pimpinan DPRD yang besarnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan keuangan
daerah.

Pemberian tunjangan komunikasi intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta dana
operasional bagi Pimpinan DPRD mempertimbangkan prinsip kesetaraan dan berjenjang.

Prinsip kesetaraan dicerminkan dari adanya kesetaraan antara Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah dengan Pimpinan DPRD memperoleh dana operasional. Sejalan dengan itu
penggunaan dana operasional yang diterima cleh Pimpinan DPRD dimaksud tetap
memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas
Pimpinan DPRD.

Prinsip betjenjang tercermin dari perbandingan besarnya tunjangan komunikasi intensif
dari yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD yang tidak lebih besar dari yang diterima



oleh Pimpinan dan Anggota DPR RI. Demikian pula besaran dana operasional yang diterima
oleh Pimpinan DPRD Provinsi tidak lebih besar dari yang diterima oleh Pimpinan DPR RI.
Besarnya tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan Dana
Operasional Pmipinan DPRD Provinsi tidak lebih besar dari yang diterima oleh Pimpinan dan
Anggota DPR RI. Besarnya tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten/Kota dan Dana Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota tidak lebih besar dari
yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2}
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas



Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat {2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3}
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1}
Cukup Jelas

Ayat (2)
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Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup Jelas

Avat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Avat (3)
Cukup Jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup Jelas



Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 23
Ayat (1}
Yang dimaksud dengan Rencana Kerja dan Anggaran Satua Kerja Perangkat
Daerah (RKA-SKPD) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang
berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk
melaksanakannya.

Ayat (2}
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4}
Cukup jelas

Pasal 24
Avat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas
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